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Abstrak 
 

Pembangunan pendidikan vokasional adalah suatu usaha yang bertujuan untuk mewujudkan 
masyarakat Indonesia yang berkualitas, maju, mandiri, dan modern. Pembangunan pendidikan 
vokasional merupakan bagian penting dari upaya menyeluruh dan sungguh-sungguh untuk 
meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Keberhasilan dalam membangun pendidikan akan 
memberikan kontribusi besar pada pencapaian tujuan pembangunan nasional secara keseluruhan. 
Dalam konteks demikian, pembangunan pendidikan itu mencakup berbagai dimensi yang sangat luas: 
yang meliputi dimensi sosial, budaya, ekonomi, dan politik. 
Pendidikan  vokasional adalah sebagai bekal dalam  menghadapi dan memecahkan problema hidup 
dan kehidupan, baik sebagai pribadi yang mandiri, warga  masyarakat, maupun sebagai warga 
negara. Apabila hal ini dapat dicapai, maka ketergantungan terhadap  ketersediaan lapangan  
pekerjaan,  yang  berakibat  pada  meningkatnya  angka  pengangguran,  dapat diturunkan, yang 
berarti produktivitas nasional akan meningkat secara bertahap. 
 
Kerwords: Pendidikan Vokasional, Pendidikan Kecakapan Hidup, Pengembangan Pendidikan 
 
 
A. Latar Belakang 

Dalam pembukaan UUD 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan pemerintah Republik 
Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk itu setiap warga negara Indonesia 
berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliknya tanpa 
memandang status sosial, ras, etnis, agama, dan gender. Pemerataan dan mutu pendidikan  akan 
membuat warga negara Indonesia memiliki keterampilan hidup (life skills) sehingga memiliki 
kemampuan untuk mengenal dan mengatasi masalah diri dan lingkungannya, mendorong tegaknya 
masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila.  

Upaya untuk membangun manusia seutuhnya sudah menjadi tekad pemerintah  sejak 
Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) I Tahun 1969-1974. Namun selama ini 
pembangunan pendidikan nasional dirasa belum mencapai hasil sesuai yang diharapkan. Kementrian 
Pendidikan Nasional (Depdiknas) selaku penanggung jawab sistem pendidikan nasional merasa 
perencanaan terhadap bagaimana mewujudkan cita-cita yang luhur tersebut merupakan hal yang 
sangat penting. Depdiknas kemudian menyusun Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan 
Pendidikan Nasional Tahun 2005-2009 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Renstra ini menjadi pedoman bagi semua tingkatan pengelola 
pendidikan, mulai dari pemerintah pusat, daerah, masyarakat, dan satuan pendidikan, untuk 
merencanakan dan melaksanakan program pembangunan pendidikan nasional serta mengevaluasi 
hasilnya. 

Tahun 2005, Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 7 tentang RPJMN Tahun 
2004–2009 yang mengamanatkan tiga misi pembangunan nasional, yaitu: 1) Mewujudkan negara 
Indonesia yang aman dan damai; 2) Mewujudkan bangsa Indonesia yang adil dan demokratis; dan 3) 
Mewujudkan bangsa Indonesia yang sejahtera. Untuk mewujudkannya, bangsa kita harus memiliki 
Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, sehingga setiap warga negara mampu meningkatkan 
kualitas hidup, produktivitas dan daya saing terhadap bangsa lain di era global.  

Saat ini pembangunan pendidikan nasional belum mencapai hasil sesuai yang diharapkan. 
Depdiknas selaku pemegang amanah pelaksanaan sistem pendidikan nasional memiliki kewajiban 
untuk mewujudkan misi pembangunan tersebut. Manusia seperti apa yang ingin dibangun? Perspektif 
pembangunan pendidikan tidak hanya ditujukan untuk mengembangkan aspek intelektual saja 
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melainkan juga watak, moral, sosial dan fisik peserta didik, atau dengan kata lain menciptakan 
manusia Indonesia seutuhnya.  

 
Renstra Depdiknas disusun dengan mengacu pada amanat UUD 1945, amandemen ke–4 

pasal 31 tentang Pendidikan; Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa 
Depan; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional(Sisdiknas); 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintah Daerah, UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah 
Pusat dan Pemerintahan Daerah; UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; PP Nomor 20 
Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; PP Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja 
dan Anggaran Kementerian/Lembaga, dan PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 
Pendidikan.  
 
 
B. Pendidikan Vokasional 

Pendidikan vokasional merupakan penggabungan antara teori dan praktik secara seimbang 
dengan orientasi pada kesiapan kerja lulusannya.  Kurikulum dalam pendidikan vokasional, 
terkonsentrasi  pada   sistem  pembelajaran  keahlian  (apprenticeship  of  learning)  pada kejuruan-
kejuruan khusus (specific  trades).   Kelebihan pendidikan vokasional ini, antara lain, peserta didik 
secara langsung dapat mengembangkan keahliannya disesuaikan dengan kebutuhan lapangan atau 
bidang tugas yang akan dihadapinya. 

Pendidikan vokasional merupakan  isu  sentral  dalam  pelayanan  pendidikan.  Hal tersebut  
merupakan  jembatan  penghubung  antara  penyiapan  peserta  didik  di  lembaga pendidikan dengan 
masyarakat dan dunia kerja. 

Pembekalan  vokasional secara  khusus  menjadi  muatan  kurikulum  dalam  bentuk 
pelajaran  keterampilan  fungsional  dan  kepribadian  profesional.  Disamping  pembekalan 
vokasional melalui  mata pelajaran iptek dengan pendekatan tematik, induktif, dan berorientasi 
kebutuhan masyarakat di wilayahnya. 

Banyak pendapat dan literatur yang mengemukakan bahwa pengertian kecakapan hidup 
bukan sekedar keterampilan untuk bekerja (vokasional) tetapi memiliki makna yang lebih luas.  WHO  
(1997)  mendefinisikan  bahwa  kecakapan  hidup  sebagai  keterampilan  atau kemampuan   untuk   
dapat   beradaptasi   dan  berperilaku  positif,   yang   memungkinkan seseorang mampu menghadapi 
berbagai  tuntutan dan tantangan dalam kehidupan secara lebih efektif. Kecakapan hidup mencakup 
lima jenis, yaitu: (1) kecakapan mengenal diri, (2) kecakapan berpikir, (3) kecakapan sosial, (4) 
kecakapan akademik, dan (5) kecakapan kejuruan. 

Barrie Hopson  dan  Scally  (1981)  mengemukakan  bahwa  kecakapan  hidup  merupakan 
pengembangan diri untuk bertahan hidup, tumbuh, dan berkembang, memiliki kemampuan untuk 
berkomunikasi dan  berhubungan baik secara individu, kelompok maupun melalui sistem  dalam  
menghadapi  situasi  tertentu.  Sementara  Brolin  (1989)  mengartikan  lebih sederhana yaitu bahwa 
kecakapan hidup merupakan interaksi  dari berbagai pengetahuan dan kecakapan sehingga 
seseorang mampu hidup mandiri. Pengertian  kecakapan hidup tidak semata-mata memiliki 
kemampuan tertentu (vocational job), namun juga memiliki kemampuan dasar pendukung secara 
fungsional seperti: membaca, menulis, dan berhitung, merumuskan dan memecahkan masalah, 
mengelola sumber daya, bekerja dalam kelompok, dan menggunakan teknologi (Dikdasmen, 2002). 

Dari pengertian di atas, dapat diartikan bahwa pendidikan vokasional merupakan kecakapan-
kecakapan yang secara praktis dapat membekali peserta didik dalam mengatasi berbagai  macam   
persoalan  hidup  dan  kehidupan.  Kecakapan  itu  menyangkut  aspek pengetahuan, sikap yang 
didalamnya termasuk fisik dan mental, serta kecakapan kejuruan yang berkaitan dengan 
pengembangan akhlak peserta didik sehingga mampu menghadapi tuntutan dan tantangan hidup 
dalam kehidupan. 

Pendidikan vokasional dapat dilakukan melalui kegiatan intra/ekstrakurikuler untuk 
mengembangkan potensi peserta didik sesuai dengan karakteristik, emosional, dan spiritual dalam 
prospek pengembangan diri, yang materinya menyatu pada sejumlah mata pelajaran yang ada. 
Penentuan isi dan  bahan pelajaran kecakapan hidup dikaitkan dengan keadaan dan  kebutuhan  
lingkungan  agar  peserta   didik   mengenal  dan  memiliki  bekal  dalam menjalankan kehidupan 
dikemudian hari. Isi dan bahan pelajaran tersebut menyatu dalam mata pelajaran yang terintegrasi 
sehingga secara struktur tidak berdiri sendiri. 



Seminar Internasional, ISSN 1907-2066 
Peran LPTK Dalam Pengembangan Pendidikan Vokasi di Indonesia 

 

 

 

 

3 
 

Menurut  konsepnya,  kecakapan  hidup  dapat  dibagi  menjadi  dua  jenis  utama,  yaitu: 
Kecakapan hidup generik (generic life skill/GLS), dan Kecakapan hidup spesifik (specific life skill/SLS).  
Masing-masing jenis kecakapan itu dapat dibagi menjadi sub kecakapan. Kecakapan hidup generik 
terdiri  atas kecakapan personal (personal skill), dan kecakapan sosial (social skill). Kecakapan 
personal mencakup kecakapan dalam memahami diri (self awareness skill) dan kecakapan berpikir 
(thinking skill). 

Kecakapan mengenal diri pada dasarnya merupakan penghayatan diri sebagai makhluk 
Tuhan Yang Maha Esa, sebagai anggota masyarakat dan warga negara, serta menyadari dan 
mensyukuri  kelebihan  dan  kekurangan  yang  dimiliki  sekaligus  sebagai  modal  dalam 
meningkatkan dirinya sebagai individu yang  bermanfaat bagi lingkungannya. Kecapakan berpikir 
mencakup antara lain kecakapan mengenali dan menemukan informasi, mengolah, dan mengambil 
keputusan, serta memecahkan masalah secara kreatif.  Sedangkan dalam kecakapan sosial 
mencakup kecakapan berkomunikasi (communication skill) dan kecakapan bekerjasama 
(collaboration skill). 

Kecakapan hidup spesifik adalah kecakapan untuk menghadapi pekerjaan atau keadaan 
tertentu.  Kecakapan ini terdiri dari kecakapan akademik (academic skill) atau kecakapan intelektual,  
dan  kecakapan  vokasional  (vocational  skill).  Kecakapan  akademik  terkait dengan  bidang  
pekerjaan  yang  lebih   memerlukan  pemikiran  atau  kerja  intelektual. Kecakapan vokasional terkait
 dengan bidang pekerjaan yang lebih memerlukan keterampilan  motorik.  
Kecakapan  vokasional  terbagi  atas  kecakapan  vokasional  dasar (basic vocational skill) dan 
kecakapan vokasional khusus (occupational skill). 

Menurut  konsep  di  atas,  kecakapan  hidup  adalah  kemampuan  dan  keberanian  untuk 
menghadapi  problema  kehidupan,  kemudian  secara  proaktif  dan  kreatif  mencari  dan 
menemukan  solusi  untuk  mengatasinya.  Pendidikan  vokasional adalah sebagai bekal dalam  
menghadapi dan memecahkan problema hidup dan kehidupan, baik sebagai pribadi yang mandiri, 
warga  masyarakat, maupun sebagai warga negara. Apabila hal ini dapat dicapai, maka 
ketergantungan terhadap  ketersediaan lapangan  pekerjaan,  yang  berakibat  pada  meningkatnya  
angka  pengangguran,  dapat diturunkan, yang berarti produktivitas nasional akan meningkat secara 
bertahap. 

 
 
C. Perspektif Pembangunan Pendidikan Vokasional 

Pembangunan pendidikan vokasional adalah suatu usaha yang bertujuan untuk mewujudkan 
masyarakat Indonesia yang berkualitas, maju, mandiri, dan modern. Pembangunan pendidikan 
vokasional merupakan bagian penting dari upaya menyeluruh dan sungguh-sungguh untuk 
meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Keberhasilan dalam membangun pendidikan akan 
memberikan kontribusi besar pada pencapaian tujuan pembangunan nasional secara keseluruhan. 
Dalam konteks demikian, pembangunan pendidikan itu mencakup berbagai dimensi yang sangat luas: 
yang meliputi dimensi sosial, budaya, ekonomi, dan politik. 

Dalam perspektif sosial, pendidikan vokasional akan melahirkan insan-insan terpelajar yang 
mempunyai peranan penting dalam proses perubahan sosial di dalam masyarakat. Pendidikan 
menjadi faktor determinan dalam mendorong percepatan mobilitas masyarakat, yang mengarah pada 
pembentukan formasi sosial baru. Formasi sosial baru ini terdiri atas lapisan masyarakat kelas 
menengah terdidik, yang menjadi elemen penting dalam memperkuat daya rekat sosial (social 
cohesion). Pendidikan yang melahirkan lapisan masyarakat terdidik itu menjadi kekuatan perekat yang 
menautkan unit-unit sosial di dalam masyarakat: keluarga, komunitas, perkumpulan masyarakat, dan 
organisasi sosial yang kemudian menjelma dalam bentuk organisasi besar berupa lembaga negara. 
Dengan demikian, pendidikan dapat memberikan sumbangan penting pada upaya memantapkan 
integrasi sosial.  

Dalam perspektif budaya, pendidikan merupakan wahana penting dan medium yang efektif 
untuk mengajarkan norma, mensosialisasikan nilai, dan menanamkan etos di kalangan warga 
masyarakat. Pendidikan juga dapat menjadi instrumen untuk memupuk kepribadian bangsa, 
memperkuat identitas nasional, dan memantapkan jati diri bangsa. Bahkan peran pendidikan menjadi 
lebih penting lagi ketika arus globalisasi demikian kuat, yang membawa pengaruh nilai-nilai dan 
budaya yang acapkali bertentangan dengan nilai-nilai dan kepribadian bangsa Indonesia. Dalam 
konteks ini, pendidikan dapat menjadi wahana strategis untuk membangun kesadaran kolektif 
(collective conscience) sebagai warga bangsa dan mengukuhkan ikatan-ikatan sosial, dengan tetap 
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menghargai keragaman budaya, ras, suku-bangsa, dan agama, sehingga dapat memantapkan 
keutuhan nasional. 

 
Dalam perspektif ekonomi, pendidikan vokasional akan menghasilkan manusia-manusia yang 

andal untuk menjadi subyek penggerak pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena itu, pendidikan 
harus mampu melahirkan lulusan-lulusan bermutu yang memiliki pengetahuan, menguasai teknologi, 
dan mempunyai keterampilan teknis dan kecakapan hidup  yang memadai. Pendidikan juga harus 
dapat menghasilkan tenaga-tenaga profesional yang memiliki kemampuan kewirausahaan, yang 
menjadi salah satu pilar utama aktivitas perekonomian nasional. Bahkan peran pendidikan menjadi 
sangat penting dan strategis untuk meningkatkan daya saing nasional dan membangun kemandirian 
bangsa, yang menjadi prasyarat mutlak dalam memasuki persaingan antarbangsa di era global.  

Di era global sekarang ini, berbagai bangsa di dunia telah mengembangkan knowledge-based 
economy (KBE), yang mensyaratkan dukungan manusia berkualitas. Karena itu, pendidikan mutlak 
diperlukan guna menopang pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan – education for the 
knowledge economy (EKE). Dalam konteks ini, lembaga pendidikan harus pula berfungsi sebagai 
pusat penelitian dan pengembangan, yang menghasilkan produk-produk riset unggulan yang 
mendukung KBE. Ketersediaan manusia bermutu yang menguasai iptek sangat menentukan 
kemampuan bangsa dalam memasuki  kompetensi global dan ekonomi pasar bebas, yang menuntut 
daya saing tinggi. Dengan demikian, pendidikan diharapkan dapat mengantarkan bangsa Indonesia 
meraih keunggulan dalam persaingan global.  

Dalam perspektif politik, pendidikan vokasional harus mampu mengembangkan kapasitas 
individu untuk menjadi warga negara yang baik (good citizens), yang memiliki kesadaran akan hak 
dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat , berbangsa, dan bernegara. Karena itu, 
pendidikan harus dapat melahirkan individu yang memiliki visi dan idealisme untuk membangun 
kekuatan bersama sebagai bangsa. Visi dan idealisme itu haruslah merujuk dan bersumber pada 
paham ideologi nasional, yang dianut oleh seluruh komponen bangsa. Dalam jangka panjang, 
pendidikan niscaya akan melahirkan lapisan masyarakat terpelajar yang kemudian membentuk critical 
mass, yang menjadi elemen pokok dalam upaya membangun masyarakat madani. Dengan demikian, 
pendidikan merupakan usaha besar untuk meletakkan landasan sosial yang kokoh bagi terciptanya 
masyarakat demokratis, yang bertumpu pada golongan masyarakat kelas menengah terdidik yang 
menjadi pilar utama civil society, yang menjadi salah satu tiang penyangga bagi upaya perwujudan 
pembangunan masyarakat demokratis. 

Program manajemen pendidikan vokasional melalui standarisasi, penjaminan mutu, kemudian 
akreditasi satuan atau program pendidikan yang telah mulai dilakukan sebelumnya akan lebih 
difokuskan dalam periode ini. Semua itu dilakukan tanpa mengesampingkan program-program 
sebelumnya yang berhubungan dengan kemudahan akses pendidikan dan akuntabilitas publik dalam 
pelaksanaannya. 

 
 
D. Pola Pengembangan Desain Program Pendidikan Vokasional 

 
1. Kedudukan Vokasional Dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

 
Konsep pendidikan vokasional dalam kurun waktu 3-4 tahun menjadi wacana yang gencar 
dikumandangkan jajaran Kementrian Pendidikan Nasional yang bahkan sampai hari ini telah 
menjadi suatu kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. Tidak kalah pentingnya, dalam 
rancangan kurikulum berbasis kompetensi (KBK) secara tersirat telah mengakomodasi kegiatan-
kegiatan yang mengarah kepada pencapaian vokasioanal bagi setiap peserta didik. Hal ini 
diperkuat dengan terbitnya PP nomor 19 Tahun 2005 Pasal 13 dan Panduan Kurikulum Tingkat 
Satuan Pendidikan (KTSP) yang dikeluarkan oleh BSNP, bahwa pada tingkat pendidikan dasar 
dan menengah atau sederajat dapat memasukkan pendidikan vokasioanal. Baik PP maupun 
dalam panduan BSNP tersebut tidak memberikan ketegasan bahwa sekolah diharuskan 
memasukkan pendidikan vokasioanal. Namun demikian, apabila sekolah akan 
mengimplementasikan pendidikan vokasioanal dalam proses pembelajaran, hal ini berimplikasi 
terhadap perlunya sekolah menyiapkan seperangkat pendukung pelaksanaan pembelajaran yang 
mengembangkan kegiatan-kegiatan yang berorientasi kepada vokasioanal. 
Pengembangan tersebut menyangkut pengembagan dimensi manusia seutuhnya yaitu pada 
aspek-aspek moral, akhlak, budi pekerti, pengetahuan, keterampilan, kesehatan, seni dan 
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budaya. Pengembangan aspek-aspek tersebut bermuara pada peningkatan pengembangan 
vokasioanal yang diwujudkan melalui pencapaian kompetensi peserta didik untuk bertahan hidup 
serta menyesuaikan diri agar berhasil dalam kehidupan. Oleh karena itu, pendidikan vokasioanal 
dalam KTSP terintegrasi melalui kegiatan-kegiatan pembelajaran yang ada pada setiap mata 
pelajaran, sehingga tidak berdampak pada alokasi waktu yang ditetapkan. 
 

2. Pendidikan Vokasional dan Standar Isi 
 
Pendidikan vokasional sudah menjadi suatu kebijakan seiring dengan berlakunya Standar Isi dan 
Standar Kompetensi Lulusan. Standar isi dan standar kompetensi lulusan tersebut menjadi acuan 
daerah/sekolah dalam mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) pada 
masing-masing jenjang pendidikan. Oleh karena itu, pengembangan vokasional dengan 
sendirinya harus mengacu kepada standar-standar yang telah ditetapkan pemerintah. Standar isi 
dan standar kompetensi lulusan merupakan salah satu bagian dari Standar Nasional Pendidikan. 
Standar isi terdiri dari: ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria 
tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus 
pembelajaran yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan. Dokumen standar isi mencakup: (1) 
kerangka dasar kurikulum, (2) struktur kurikulum, (3) standar kompetensi dan kompetensi dasar, 
(4) beban belajar, dan (5) kalender pendidikan. 
 

3. Pengembangan Model Pembelajaran Pendidikan Vokasional 
 
Keberhasilan pelaksanaan pendidikan vokasional sangat ditentukan oleh program/rancangan 
yang disusun sekolah dan kreativitas guru dalam merumuskan dan menentukan metode 
pembelajarannya. Langkah-langkah yang ditempuh dalam penyusunan program pembelajaran 
sebagai berikut: 

• Mengidentifikasi standar kompetensi dan kompetensi dasar 

• Mengidentifikasi bahan kajian/materi pembelajaran 

• Mengembangkan indikator 

• Mengembangkan kegiatan pembelajaran yang bermuatan vokasional 

• Menentukan bahan/alat/sumber yang digunakan 

• Mengembangkan alat penilaian yang sesuai dengan aspek vokasional 
 

4. Prinsip-prinsip Pengembangan Model Vokasional 
 
Pendidikan vokasional dikembangkan dengan memperhatikan hal-hal berikut: 

• Pembentukan kepribadian peserta didik secara utuh baik keimanan, ketaqwaan, dan akhlak 
mulia 

• Mengakomodasi semua mata pelajaran untuk dapat menunjang peningkatan iman dan takwa 
serta akhlak mulia, serta meningkatkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama dengan 
mempertimbangkan norma-norma agama yang berlaku 

• Memungkinkan pengembangan keragaman potensi, minat dan bakat, kecerdasan intelektual, 
emosional, spiritual, dan kinestetik peserta didik secara optimal sesuai dengan tingkat 
perkembangannya 

• Sesuai tuntutan dunia kerja dan kebutuhan kehidupan 

• Program vokasional hendaknya memungkinkan untuk membekali peserta didik dalam 
memasuki dunia kerja/usaha serta relevan dengan kebutuhan kehidupan sesuai dengan 
tingkat perkembangan peserta didik 

• Kecakapan-kecakapan yang perlu dikembangkan mencakup: kecakapan personal, sosial, 
akademis, dan vokasional 

• Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni 

• Mempertimbangkan lima kelompok mata pelajaran berikut; 
� Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia 
� Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian 
� Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi 
� Kelompok mata pelajaran estetika 
� Kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan 
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5. Pengembangan Silabus 
 
Silabus merupakan penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam materi 
pembelajaran/bahan kajian, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk 
proses penilaian. Dalam mengembangkan silabusdan perangkat lainnya mengacu pada Standar 
Isi yang ditetapkan oleh BSNP. Langkah-langkah pengembangan silabus secara umum 
mencakup: 
 
a) Menentukan standar kompetensi 
b) Menentukan kompetensi dasar 
c) Mengembangkan indikator, sebagai penjabaran dari SK dan KD 
d) Menentukan materi pembelajaran 
e) Merumuskan dan mengembangkan kegiatan pembelajaran yang berorientasi kecakapan 

hidup 
f) Mempertimbangkan alokasi waktu 
g) Menentukan media/alat/sumber/bahan yang sesuai 
h) Menentukan jenis dan bentuk penilaian Uraian masing-masing langkah dalam 

pengembangan silabus adalah sebagai berikut: 
 
� Menentukan standar kompetensi 

Standar kompetensi adalah kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang 
menggambarkan penguasaan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diharapkan 
dicapai. Standar kompetensi yang dipilih atau digunakan sesuai dengan yang terdapat 
dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran. Sebelum menentukan 
atau memilih standar kompetensi, terlebih dahulu mengkaji standar kompetensi dan 
kompetensi dasar mata pelajaran dengan memperhatikan hal-hal berikut: 
� urutan berdasarkan hierarki konsep disiplin ilmu dan/atau tingkat kesulitan materi; 
� keterkaitan antar standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran; 
� keterkaitan standar kompetensi dan kompetensi dasar antar mata pelajaran. 

� Menentukan kompetensi dasar 
 
Kompetensi dasar merupakan sejumlah kemampuan yang harus dimiliki peserta didik 
dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan untuk menyusun indikator kompetensi. 
Kompetensi dasar yang digunakan atau dipilih sesuai dengan yang tercantum dalam 
standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran. Sebelum menentukan atau 
memilih kompetensi dasar, terlebih dahulu mengkaji standar kompetensi dan kompetensi 
dasar mata pelajaran dengan memperhatikan hal-hal berikut: 
� urutan berdasarkan hierarki konsep disiplin ilmu dan/atau tingkat kesulitan materi; 
� keterkaitan antar standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran; 
� keterkaitan standar kompetensi dan kompetensi dasar antar mata pelajaran. 

 
� Merumuskan indikator 

Indikator merupakan penjabaran dari kompetensi dasar yang menunjukkan tanda-tanda, 
perbuatan dan atau respon yang dilakukan atau ditampilkan oleh peserta didik. Indikator 
dirumuskan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, potensi peserta didik, dan 
dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur dan atau dapat diobservasi. 
Indikator digunakan sebagai dasar dalam menyusun alat penilaian. Kriteria merumuskan 
indikator: 
 
� sesuai tingkat perkembangan berpikir peserta didik. 
� berkaitan dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. 
� memperhatikan aspek manfaat dalam kehidupan sehari-hari 
� harus dapat menunjukkan pencapaian hasil belajar peserta didik secara utuh [kognitif 

(pengetahuan dan pengembangan konsep), afektif (sikap), dan psikomotor 
(keterampilan)] 

� memperhatikan sumber-sumber belajar yang relevan 
� dapat diukur/dapat dikuantifikasi 
� memperhatikan ketercapaian standar lulusan secara nasional 
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� berisi kata kerja operasional 
� tidak mengandung pengertian ganda (ambigu) 

 
 

E. Penutup 
 

Pada intinya pendidikan vokasional membantu peserta didik dalam mengembangkan 
kemampuan belajar, menyadari dan mensyukuri potensi diri untuk dikembangkan dan diamalkan, 
berani menghadapi problema kehidupan, serta memecahkannya secara kreatif. Pendidikan 
vokasional bukanlah mata pelajaran, sehingga dalam pelaksanaannya tidak perlu merubah kurikulum 
dan menciptakan mata pelajaran baru. Yang diperlukan disini adalah mereorientasi pendidikan dari 
mata pelajaran ke orientasi pendidikan kecakapan hidup melalui pengintegrasian kegiatan- kegiatan 
yang pada prinsipnya membekali peserta didik terhadap kemampuan-kemampuan tertentu agar dapat 
diterapkan dalam kehidupan keseharian peserta didik. Pemahaman ini memberikan arti bahwa mata 
pelajaran dipahami sebagai alat dan bukan tujuan untuk mengembangkan kecakapan hidup yang 
nantinya akan digunakan oleh peserta didik dalam menghadapi kehidupan nyata. 
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